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Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam mewujudkan e-government (Azlim, 2012), pemerintah
kabupaten/kota di Jawa Tengah hendaknya menyediakan konten di website daerah masing-masing untuk
mendukung praktik tata kelola yang baik dalam hal transparansi. Metode yang digunakan dalam penyusunan
artikel ini yaitu menggunakan studi literatur yang mana metode pengumpulan data ini merupakan mencari
studi Pustaka. Metode library research ini mencari pada jurnal - jurnal internasional dan nasional yang telah
terjamin kredibilitas nya serta menggunakan sumber dari media massa. Setelah data diperoleh kemudian
dianalisis untuk mendapatkan sesuatu data yang dicari, kemudian disimpulkan untuk mendapat hasil terkait
data melalui studi literatur. Hasil yang dihasilkan untuk memastikan bahwa informasi terkait pengelolaan
keuangan mempunyai dampak yang signifikan terhadap masyarakat, maka seluruh informasi yang dimuat
dalam suatu website minimal harus memenuhi standar ketersediaan dan aksesibilitas. Laporan keuangan di
daerah Jawa Tengah mudah diakses dari 10 tahun sebelumnya oleh masyarakat umum, melalui website resmi
BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan praktik-praktik
tersebut dalam pengelolaan keuangan mereka, diharapkan dapat beroperasi dengan tingkat keterbukaan yang
tinggi dalam hal pendapatan, pengeluaran, dan kebijakan keuangan, yang memungkinkan masyarakat
mengakses data terkait anggaran dan pelaksanaan program.

ABSTRACT

Analysis of Financial Management Transparency in realizing e-Government, district/city governments in
Central Java should provide content on their respective regional websites to support good governance
practices in terms of transparency. The method used in preparing this article is using literature studies, where
the data collection method is searching for literature studies. This library research method searches
international and national journals whose credibility is guaranteed and uses sources from the mass media.
After the data is obtained, it is then analyzed to obtain the data that is sought, then concluded to obtain results
related to the data through literature study. The results produced are to ensure that information related to
financial management has a significant impact on society, so all information contained on a website must at
least meet availability and accessibility standards. Financial reports in the Central Java region are easily
accessible from the previous 10 years by the general public, via the official BPKAD website for Central Java
Province. The regional government of Central Java Province implements these practices in their financial
management, hoping to operate with a high level of transparency in terms of income, expenditure and
financial policies, which allows the public to access data related to budgets and program implementation.
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1. Pendahuluan

Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk
bersaing dalam upaya kemandirian daerah, dan pengelolaan keuangan pemerintah
daerah sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Dengan diterapkannya
otonomi daerah, diperlukan peraturan lingkungan hidup yang tepat dan sistem
akuntansi yang tepat. Kedua hal tersebut untuk mendukung terciptanya pengelolaan
keuangan daerah yang bertanggung jawab dengan menggunakan sistem
desentralisasi untuk mengelola dana secara transparan, efisien, efektif dan
akuntabel, itulah yang disampaikan oleh. Untuk mewujudkan prinsip tersebut
diperlukan pelaporan keuangan yang terintegrasi dengan kesadaran akan tanggung
jawab seseorang sebagai pelayan publik nasional. Transparansi dan akuntabilitas
fiskal di Indonesia merupakan isu yang semakin mendapat perhatian dalam
beberapa tahun terakhir. Hal ini terutama disebabkan oleh kemajuan desentralisasi
fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebagai akibat dari otonomi
daerah, yang mengakibatkan perubahan besar dalam komposisi belanja anggaran
pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat
dan daerah). Salah satu persyaratan implementasinya adalah melakukan reformasi
pelaporan keuangan, dan pemerintah harus mampu memberikan semua informasi
keuangan yang relevan secara jujur dan terbuka kepada publik untuk memenuhi
mandat publik.

Salah satu permasalahan utama yang mendapat perhatian dari berbagai
organisasi dan diyakini bertanggung jawab atas tingginya tingkat korupsi di
lingkungan birokrasi negara adalah ketidakjelasan praktik pengelolaan keuangan,
khususnya di pemerintah daerah. Pendelegasian wewenang kepada daerah untuk
mengurus urusannya sendiri disertai pendanaan tampaknya berdampak pada
meningkatnya kasus korupsi di daerah. Hal ini misalnya terlihat dari temuan
laporan BPK yang menunjukkan bahwa laporan keuangan menunjukkan kerugian
yang dialami pemerintah, khususnya pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Misalnya, menurut data tahun 2006, kerugian pemerintah mencapai Rp 6 triliun.
Kerugian ini ditemukan dalam laporan pengeluaran anggaran untuk 1.127
kabupaten, kota, dan negara bagian di seluruh negeri. Selain itu, pada tahun yang
sama, BPK juga mengidentifikasi pemborosan pelaksanaan anggaran di beberapa
daerah sebesar total Rp16,99 triliun. Alasan di balik hal ini adalah rendahnya
transparansi administrasi keuangan daerah dalam segala hal mulai dari perencanaan
hingga pemantauan.

Mengingat situasi ini, pemerintah telah mengumumkan serangkaian undang-
undang dan peraturan yang berfungsi sebagai kerangka kebijakan pengelolaan
fiskal daerah, dalam upaya untuk mereformasi keuangan publik daerah. Salah satu
fokus reformasi tersebut adalah memberikan akses kepada masyarakat terhadap
informasi publik mengenai data keuangan daerah. Hipotesisnya adalah jika
masyarakat mempunyai akses terhadap informasi ini, mereka dapat lebih terlibat
dalam memantau penggunaan anggaran pemerintah. Seiring dengan meningkatnya
transparansi dan semakin luasnya ruang partisipasi masyarakat, maka akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah juga akan meningkat.
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2. Metode Penelitian

Tujuan dari ditulisnya artikel ini untuk memberikan informasi kepada pembaca
mengenai transparansi pengelolaan keuangan serta memberikan penjelasan
mengenai pemanfaatan pengelolaan keuangan kepada masyarakat agar terciptanya
kepahaman pengelolaan keuangan yang ada di Jawa Tengah. Metode yang
digunakan dalam penyusunan artikel ini yaitu menggunakan studi literatur yang
mana metode pengumpulan data ini merupakan mencari studi Pustaka. Metode
library research ini mencari pada jurnal - jurnal internasional dan nasional yang
telah terjamin kredibilitas nya serta menggunakan sumber dari media massa.
Setelah data diperoleh kemudian dianalisis untuk mendapatkan sesuatu data yang
dicari, kemudian disimpulkan untuk mendapat hasil terkait data melalui studi
literatur. (Mestika, 2008 )

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penyusunan Laporan Keuangan Jawa Tengah

Laporan keuangan merupakan media informasi yang merangkum semua
aktivitas perusahaan bagi manajemen, investor, bank, pemerintah, dan masyarakat
umum. Informasi tersebut ditujukan dalam berbagai hal sebagai tujuan, misalnya
saja untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi, menilai kondisi keuangan,
mengevaluasi efektivitas dan efisiensi, serta membantu menentukan ketantan
terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaporan keuangan adalah bentuk
pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Setiap entitas pelaporan atau
entitas akuntansi wajib menyelenggarakan akuntasi dan menyusun laporan
keuangan secara perioik serta sesuai standra yang telah ditetapkan. (Harahap dkk,
2018)

BPKAD Provinsi Jawa Tengah sebagai entitas akuntansi memiliki kewajiban
untuk melaporkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Laporan kinerja
tersebut mencakup upaya-upaya yang telah dilakkan seta hasil yang telah dicapai
dalam periode tertentu. Laporan Kinerja tersebut juga mencakup keseimbangan
antara penerimaan dan pengeluaran. Keseimbangan tersebut diperlukan untuk
memastikan bahwa seluruh pengeluaran dapat dibiayai oleh penerimaan. (Sukirno,
2005)

a) Akuntabilitas
Memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang pengelolaan sumber
daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada entitas
pelaporan, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala.

b) Manajemen
Mempermudah para pengguna untuk memahami dan menilai pelaksanaan
kegiatan suatu entitas pelaporan, sehingga dapat mendukung perencanaan,
pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh sumber daya pemerintah untuk
kepentingan masyarakat.

c) Transparansi
Menyediakan informasi keuangan yang lengkap dan akurat kepada
masyarakat, karena masyarakat berhak untuk mengetahui secara transparan
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dan menyeluruh tentang pengelolaan keuangan negara dan kepatuhan
pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan.

d) Keseimbangan Antargenerasi
Menyediakan informasi kepada para pengguna tentang keseimbangan antara
penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada periode pelaporan, serta apakah
generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban
pengeluaran tersebut.

e) Evaluasi Kinerja
Mengukur tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh entitas
pelaporan dalam menggunakan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh
Pemerintah.

3.2 Regulasi Pengelolaan Keuangan di Daerah Jawa Tengah

Regulasi pengelolaan keuangan di Daerah Jawa Tengah dapat mencakup
berbagai aspek, termasuk anggaran, belanja daerah, dan pelaporan keuangan.
Detailnya dapat ditemukan dalam peraturan daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh
pemerintah daerah setempat. Sumber informasi terkini dan terpercaya dapat
diperoleh langsung dari situs resmi pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau instansi
terkait di daerah tersebut. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2021 tersebut
akan membahas berbagai aspek terkait anggaran pendapatan serta belanja daerah
provinsi untuk tahun anggaran 2022. Perda tersebut memuat mengenai:

a) Rencana anggaran
Perda akan merencanakan rencana pengeluaran dan penerimaan dana daerah
untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Ini mencakup alokasi anggaran untuk
berbagai sektor dan program, termasuk pendapatan pajak, sumber pendapatan
lainnya, serta belanja untuk berbagai keperluan seperti pendidikan, kesehatan,
infrastruktur, dan lainnya.

b) Prioritas pembangunan
Dokumen tersebut mungkin menentukan prioritas pembangunan daerah, yang
mencakup strategi proyek-proyek yang akan dibiayai menggunakan anggaran
tersebut.

¢) Peraturan pelaksanaan
Perda juga mungkin berisi peraturan terkait pelaksanaan pengelolaan anggaran,
pengawasan, serta prosedur administrasi terkait pelaksanaan anggaran daerah.

d) Pertanggungjawaban dan pelaporan
Perda akan mendefinisikan mekanisme pertanggungjawaban, termasuk
pelaporan dan audit keuangan untuk memastikan penggunaan anggaran yang
efisien dan transparan.

e) Sumber-sumber pendapatan
Dokumen tersebut mungkin mencakup informasi tentang sumber-sumber
pendapatan daerah, termasuk pajak, transfer penerimaan dari pemerintah pusat,
dan lainnya.

3.3 Proses Pengelolaaan Keuangan di Daerah Jawa Tengah

Proses pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah, seperti di
banyak pemerintah daerah di Indonesia, melibatkan serangkaian langkah dan
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tindakan yang dirancang untuk mengelola penghasilan dan belanja daerah dengan

efisien, efektif, dan transparan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam

proses pengelolaan keuangan daerah di Jawa Tengah:

a) Perencanaan Anggaran
Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah akan merencanakan anggaran untuk
tahun anggaran yang bersangkutan. Hal ini mencakup penentuan prioritas
pembangunan, alokasi anggaran untuk berbagai sektor, dan proyek-proyek yang
akan didanai.

b) Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak dan retribusi,
dana transfer dari pemerintah pusat, serta pendapatan asli daerah lainnya.
Pengelolaan pendapatan meliputi pengumpulan, pencatatan, dan penyetoran
pendapatan yang masuk ke kas daerah.

c) Belanja Daerah
Pengelolaan belanja daerah mencakup alokasi dan penggunaan anggaran untuk
berbagai program dan proyek. Ini termasuk proses lelang, pembayaran, dan
pemantauan pengeluaran.

d) Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah wajib mempertanggungjawabkan
penggunaan anggaran daerah kepada pihak yang berwenang. Ini berisi
penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

e) Pengawasan dan Audit
Terdapat badan pengawas keuangan yang bertanggung jawab untuk mengaudit
pengelolaan keuangan daerah, memastikan bahwa anggaran yang digunakan
sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

f) Evaluasi dan Perbaikan
Proses pengelolaan keuangan daerah terus dievaluasi untuk memastikan
efisiensi dan efektivitasnya. Dari hasil evaluasi, pemerintah daerah dapat
melakukan perubahan dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan.

g) Partisipasi Masyarakat
Pemerintah daerah di Jawa Tengah juga dapat melibatkan masyarakat dalam
proses perencanaan anggaran dan pengawasan pengelolaan keuangan
daerahnya melalui mekasisme partisipasi masyarakat.

3.4 Tabel Laporan Keuangan di Daerah Jawa Tengah

Laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi keuangan yang komprehensif tentang
posisi keuangan, kinerja, dan perubahan ekuitas entitas tersebut.

3.4.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang
penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan pemerintah yang dibandingkan dengan
anggaran. Informasi tersebut dapat digunakan oleh para pengguna untuk menilai
keputusan pemerintah dalam mengelola sumber daya ekonomi, serta akuntabilitas
dan kepatuhan pemerintah terhadap anggaran.
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PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalnm Rupinh)
21 DEGEMOER 2023
31D
[no. URAIAN CATATAN % ADALIBAS] it
| ANOOARAN NEALBAS] TERILADAP NEALGAS
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Catatan atas Loporan Keuangan menvpaian bagan 0k (nrpssrnn dar Lapomn Kausngan

Gambar 1. Laporan Realisasi Anggaran Jateng
Sumber: Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Prov Jawa Tengah

LRA adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang
penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang dibandingkan dengan anggaran.
Realisasi penerimaan negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp70,5 miliar, atau melebihi anggaran sebesar Rp47,8 miliar. Hal ini menunjukkan
bahwa penerimaan negara pada tahun 2022 lebih tinggi dari yang diperkirakan.
Realisasi pengeluaran negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp51,2 miliar, atau baru mencapai 8,6% dari anggaran sebesar Rp51,9 miliar. Hal
ini menunjukkan bahwa pengeluaran negara pada tahun 2022 masih rendah dari
yang diperkirakan.

3.4.2 Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang
kekayaan, hutang, dan hak milik suatu entitas pelaporan pada suatu tanggal tertentu.
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PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

alam Rupia)
|
NAMA PERKIRAAN l CATATAN 31086 2022 | 21068 201

ASEY

ABET LANCAR ca

JUMLAM ASET LANCAR 448308 708 | 401 488275
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140213004

010 450 585

111170380311 100.580.22213%
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ABET LAINNYA ca.
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JUMLAH ASET ‘ 111610707010 |  111.006.370500

KEWANDAN
KEWAJIDAN JANGKA PENDEX CA
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JUMLAN KEWAJIDAN | |
EKUITAS 1]
400 )¢ 4
JUMLAY EXUITAS VI1AB07.360 | 190003257 808

JUMLAN KEWAJIBAN DAN EXUITAS 1010707019 11000370509

Gambar 2. Laporan Neraca Jateng
Sumber: Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Prov Jawa Tengah

Dalam laporan neraca di atas, dipaparkan keadaan keuangan yang meliputi,
aset atau aktiva berupa aktiva lancar, aktiva tidak lancar, aktiva tetap dan tidak
tetap, liabilitas berupa kewajiban yang harus dibayar, dan ekuitas selama satu tahun
terakhir yaitu 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2022. Jumlah per 31
Desember 2022 tercatat sejumlah Rp. 111.618.707.019.00, jumlah tersebut berasal
dari aktiva lancar Rp448.308.708.00, kemudian aktiva tetap setelah diakumulasikan
penyusutan Rp111. 170.398.311.00 dan aktiva lainnya setelah diakumulasi dengan
penyusutan sebesar Rp.0.00 artinya tidak ada yang disusutkan jadi jumlah tetap,
karena tidak ada akumulasi penyusutan. Jumlah liabilitas yang harus dibayar adalah
Rp129.319.459.00 dan jumlah ekuitas yaitu modal yang berasal dari pemegang
saham sendiri per Rp111.489 387 560.00.

3.4.3 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional adalah bagian dari laporan keuangan yang berisi
informasi seluruh operasional keuangan pelaporan yang terdapat dalam pendapatan
Laporan Operasional, beban yang harus dibayar, keuntungan dan kerugian kegiatan
suatu pelaporan. Laporan Operasional pun terdapat laporan transaksi keuangan
yang berasal dari luar fungsi dan kewajiban entitas keuangan.
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LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)
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0222
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Catatan atos Laporan Keunngan merupakan bagian tidak lorpisahkan dar Laporan Keuangan

Gambar 3. Laporan Operasional Jateng
Sumber: Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Prov Jawa Tengah

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,
surplus/(defisit) dari kegiatan operasional, surplus/(defisit) dari kegiatan non-
operasional, dan surplus/(defisit) LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp30.741.3003, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar
Rp49.726.506 846,00, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai
Rp49.695 765 543,00 Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp39.782 278.00,
sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp49.655.983.265,00.

3.4.4  Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan
terjadinya penurunan atau peningkatan yang terdapat dalam perubahan modal atas
adanya kegiatan operasional.

Gambar 4. Laporan Perubahan Ekuitas Jateng

PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)
A CATATAN 31 DES 2022 31 DES 2021
EKUITAS AWAL E1 110.003237 685 : 110.06.727.003
| BuRPLUB/(DEFIS) - LO E2 (40,655 083 :uﬁ)ir (;u ssa00713) |
KOREKS! YANG MENAMBAW/(MENGURANGI) ‘
| HiL EKUTAS o - | .
Korokal Nilal Asat Non Rovaluns| (28]
Jumiah Koroks! Yang Menambah/{Mongurang) Nilal -
| Ekuitas - B
TRANSAXGI ANTAR ENTITAS E4 |
Ditagihkan )0 Enttos Lain e | staanse | 4 120,855 508
[~ Onerima dad Entiao Lo _ EA2 7 (70,521 581) [
Transfor Kaluar e : — 01.00204) |
Transfor Masuk EAA | 7600000 | 170,010 m:"
| Jumian Tranaakai Antar Entitas [ stz 4 000.500.408 ‘
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS vans 60078 | (ka0
(_E.l'!)'ll,l'l!,ﬂi | . |
| EKUITAS AKHIR (E-11E.20E.34E4) £5 111.409.307.560 } 110.003.237.888

Sumber: Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Prov Jawa Tengah
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Laporan Perubahan Ekuitas atau modal berisi informasi peningkatan dan
penurunan perubahan ekuitas dengan membandingkan laporan perubahan ekuitas
dengan tahun lalu atau sebelumnya. Pada tanggal 1 Januari 2022 modal sebesar
Rp110.003.237.885,00 kemudian dikurangi Defisit-LO karena terjadi penurunan
ekuita sebesar Rp49.655.983.265,00 kemudian dijumlahkan dengan faktor sebagai
penyeimbang penyusunan laporan berupa Transaksi Antar Entitas sebesar
Rp51.142.132.940,00 sehingga didapatkan Ekuitas atau modal yang dimiliki
Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 31 Desember 2022
adalah sebesar Rp111 489.387 560,00

4. Kesimpulan

Dalam penerapan e-governance, pemerintah kabupaten / kota di Jawa Tengah
harus melengkapi website daerahnya dengan konten-konten yang mendukung
penerapan good governance dalam konsep transparansi. Informasi yang disajikan
dalam website setidaknya memenuhi kriteria ketersediaan dan aksesibilitas,
sehingga informasi pengelolaan keuangan menjadi informasi yang lebih relevan
secara sosial. Laporan keuangan wilayah Jawa Tengah selama 10 tahun terakhir
dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas melalui situs resmi BPKAD
Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah menerapkan praktik-praktik dalam
pengelolaan keuangan, dengan harapan kegiatan pengelolaan keuangan dapat
dilakukan dengan transparan dan terbuka bagi siapapun dalam hal kebijakan
keuangan, pendapatan yang diterima bahkan pengeluaran dana untuk kegiatan
operasional.

Untuk mempublikasikan informasi keuangan di situs website resmi atau
laporan transparansi keuangan yang dalam hal itu masyarakat dapat mengakses
informasi anggaran dan pelaksanaan program, sehingga pemerintah daerah
mengambil tahapan untuk hal tersebut. Upaya pelibatan masyarakat dalam
perencanaan dan pengawasan pengelolaan keuangan merupakan tindakan yang baik
dan positif. Karena keterlibatan masyarakat memiliki dampak untuk meningkatkan
akuntabilitas pemerintah dan membuat kebijakan keuangan lebih responsif
terhadap kebutuhan masyarakat.

Laporan keuangan yang disiplin artinya pengerjaanya dilaksanakan secara
tepat waktu memiliki manfaat dan kegunaan sendiri bagi pemerintah daerah yaitu
untuk menyusun laporan keuangan secara akurat dan tidak melebihi waktu yang
ditetapkan. Hal tersebut, membuat evaluasi pemantauan secara efektif untuk
memastikan bahwa informasi yang relevan tersedia bagi publik atau masyarakat
umum. Adanya website memberikan kemudahan dalam menyampaikan laporan
keuangan kepada masyarakat serta dapat memanfaatkan teknologi yang sudah ada
dalam kegiatan keterbukaan informasi atau laporan keuangan. Pemerintah sendiri
supaya lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan
pelaporan keuangan
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